UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A ( UU)
NOMOR 21 TAHUN 2000 (21/2000)
TENTANG
SERI KAT PEKERJA/ SERI KAT BURUH
DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a.

Mengi

bahwa  kenerdekaan berserikat, ber kunpul , mengel uar kan
pi kiran bai k secara |isan maupun secara tulisan, nenperoleh
pekerjaan dan penghi dupan yang | ayak bagi kenmanusi aan, serta
menpunyai kedudukan yang sama dal am hukum nerupakan hak
setiap warga negar a;

bahwa dalam rangka nmewjudkan kenerdekaan Dberserikat,
pekerja/ buruh berhak nenbentuk dan nengenbangkan serikat
pekerj al seri kat buruh yang bebas, t er buka, mandi ri,
denokratis, dan bertanggung jawab;

bahwa serikat pekerjal/serikat buruh nerupakan sarana untuk
menper j uangkan, nelindungi, dan nmenbela kepentingan dan
kesej ahteraan pekerja/buruh Dbeserta kel uarganya, serta
mewuj udkan hubungan industrial yang harnonis, dinams, dan
ber keadi | an;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, b, dan c¢ perlu ditetapkan Undang-undang tentang
Seri kat Pekerjal/ Serikat Buruh;

ngat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28
Undang- Undang Dasar 1945 sebagai mana tel ah diubah dengan
Per ubahan Pertama Tahun 1999;

Undang-undang Nonmor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan
Konvensi Or gani sasi Per buruhan | nt ernasi onal Nonor 98
mengenai ber| akunya Dasar - Dasar dari pada Hak unt uk
Ber organi sasi dan untuk Berundi ng Bersama (Lenbaran Negara
Tahun 1956 Nonor 42, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1050);
Undang- undang nonor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi a
(Lenmbaran Negara Tahun 1999 Nonor 165, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 3886);

Dengan Per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A

VEMUT USKAN

Menet apkan : UNDANG- UNDANG TENTANG  SERI KAT  PEKERJA/ SERI KAT

BURUH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dal am Undang- undang i ni yang di naksud dengan

1

S

10.

(1)

Seri kat pekerj al/ seri kat buruh adal ah  organi sasi yang

di bentuk dari, oleh, dan wuntuk pekerja/buruh baik di
perusahaan maupun di |uar perusahaan, yang bersifat bebas,
terbuka, mandiri, denokratis, dan bertanggung jawab guna

menper j uangkan, nenbel a serta nelindungi hak dan kepentingan
pekerjal/ buruh serta neni ngkat kan kesej aht eraan pekerja/buruh
dan kel uarganya.

Seri kat pekerjal/serikat buruh di perusahaan adal ah seri kat
pekerjal/seri kat buruh yang didirikan ol en para pekerja/buruh
di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.

Seri kat pekerjal/serikat buruh di luar perusahaan adal ah
seri kat pekerjal/serikat buruh vyang didirikan oleh para
pekerjal/seri kat yang tidak bekerja di perusahaan.

Federasi serikat pekerjal/serikat buruh adalah gabungan
seri kat pekerjal/serikat buruh.

Konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh adalah gabungan
federasi serikat pekerjal/serikat buruh.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
nmeneri ma upah atau inbal an dal am bent uk | ain.

Pengusaha adal ah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
nmenj al ankan suatu perusahaan mlik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menj al ankan  perusahaan  bukan
mliknya;

C. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia newakili perusahaan sebagai nana di maksud
dalam huruf a dan b vyang berkedudukan di luar wlayah
I ndonesi a.

Perusahaan adal ah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum
atau tidak, mlik orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum baik mlik swasta maupun nmlik negara yang
menpekerj akan pekerja/ buruh dengan nmenberi upah atau inbal an
dal am bent uk [ ai n.

Perselisihan antar serikat pekerja/antar serikat burh,
federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat Dburuh
adal ah perselisihan antara serikat pekerjal/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh, dan
seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh lain, karena tidak adanya
per sesuai an paham nengenai keanggotaan serta pel aksanaan hak
dan kewaj i ban keseri kat pekerj aan.

Menteri adalah nenteri yang bertanggungjawab di bidang
ket enagakerj aan.

BAB ||
ASAS, SI FAT, DAN TUJUAN
Pasal 2

Seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh nenerim Pancasila sebagai
dasar negara dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi



Negara Kesat uan Republik I ndonesi a.

(2) Serikat pekerjalserikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh nenpunyai asas yang tidak
*12017 bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar
1945.

Pasal 3
Seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi

seri kat pekerjal/serikat buruh nmenmpunyai sifat bebas, terbuka,
mandi ri, denokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 4
(1) Serikat pekerjalserikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerj al/ seri kat bur uh bert uj uan menber i kan
per | i ndungan, penbel aan hak dan kepenti ngan, serta

meni ngkat kan kesej aht eraan yang | ayak bagi pekerjal/serikat
dan kel uar ganya.

(2) Untuk nmencapai tujuan sebagai mana di maksud dal am ayat (1)
seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh nenpunyai fungsi
a. sebagai pi hak dal am penbuatan perjanjian kerja bersana
dan penyel esai an perselisihan industrial;

b. sebagai wakil| pekerjal/buruh dalam | enbaga kerja sama di
bi dang ket enagakerj aan sesuai dengan tingkatannya;

C. sebagai sarana nenciptakan hubungan industrial yang
harnmoni s, dinams, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan
per undang- undangan yang ber| aku;

d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam nmenperjuangkan
hak dan kepentingan anggot anya;
e. sebagai per encana, pel aksana, dan penanggungj awab
penogokan pekerj a/ buruh sesuai dengan per at uran
per undang- undangan yang ber| aku;
f. sebagai waki | pekerja/buruh dalam nenperjuangkan
kepem | i kan saham di perusahaan;

BAB |11

PENMBENTUKAN
Pasal 5

(1) Setiap pekerjal/buruh berhak nenbentuk dan nenjadi anggota
seri kat pekerjal/serikat buruh.

(2) Serikat pekerj al/ seri kat bur uh di bent uk ol eh
sekur ang- kurangnya 10 (sepul uh) orang pekerj a/ buruh.

Pasal 6

(1) Serikat pekerjal/serikat buruh berhak nmenbentuk dan nenjad
anggot a federasi serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Federasi seri kat pekerj al/ seri kat buruh  di bentuk ol eh
sekurang- kurangnya 5 (linma) serikat pekerjal/serikat buruh.



Pasal 7

(1) Federasi serikat pekerjal/serikat buruh berhak menbentuk dan
menj adi anggot a konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh.

(2) Konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh di bentuk ol eh
*12018 sekurang-kurangnya 3 (tiga) f eder asi seri kat
pekerjal/ seri kat buruh.

Pasal 8

Perj enj angan organi sasi seri kat pekerj al seri kat bur uh,
federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh diatur
dal am anggar an rumah tangganya.

Pasal 9

Seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas
pekerja/buruh tanpa tekanan atau canpur tangan pengusaha,
penerintah, partai politik, dan pihak manapun.

Pasal 10

Seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor
usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk |ain sesuai dengan kehendak
pekerj al/ buruh.

Pasal 11

(1) Setiap seri kat pekerj al/ seri kat bur uh, f eder asi dan
konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh harus nemlik
anggaran dasar dan anggaran runah tangga.

(2) anggaran dasar sebagai mmna di naksud dalam ayat (1)
sekur ang- kur angnya har us nenuat

a nama dan | anbang;

b dasar negara, asas, dan tujuan

C. tanggal pendirian;

d. t enpat kedudukan;

e. keanggot aan dan kepengur usan;

f sunber dan pertanggungj awaban keuangan; dan

g. ket entuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran

rumah tangga.

BAB |V
KEANGGOTAAN
Pasal 12

Seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh harus terbuka untuk nenerinma
anggota tanpa nenbedakan aliran politik, agama, suku agama, dan
jenis kel am n.



Pasal 13

Keanggot aan serikat pekerjal/serikat buruh federasi dan
konf ederasi serikat pekerjal/buruh diatur dal am anggaran dasar dan
anggar an rumah tangganya.

*12019 Pasal 14

(1) Seorang pekerja/buruh tidak bol eh nmenjadi anggota | ebi h dar
satu seri kat pekerjal/serikat buruh di satu perusahaan.

(2) Dalam hal seorang pekerjal/serikat buruh dalam satu
perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat
pekerjal/seri kat buruh, yang bersangkutan harus nenyatakan
secara tertulis satu serikat pekerjal/serikat buruh yang
di pi li hnya.

Pasal 15

Pekerj a/ buruh yang nmenduduki jabatan tertentu di dalam satu
perusahaan dan jabatan itu neninbul kan pertentangan kepentingan
antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh nenjadi
pengurus serikat pekerjal/serikat buruh di perusahaan yang
ber sangkut an.

Pasal 16

(1) Setiap serikat pekerjal/serikat buruh hanya dapat nenjadi
anggota dari satu federasi serikat pekerjal/serikat buruh.

(2) Setiap federasi serikat pekerjal/serikat buruh hanya dapat
nmenj adi anggot a dari satu konf eder asi seri kat
pekerj al/ seri kat buruh.

Pasal 17

(1) Pekerjal/buruh dapat ber hent i sebagai anggota seri kat
pekerjal/seri kat buruh dengan pernyataan tertulis.

(2) Pekerjalburuh dapat di ber henti kan dari seri kat
pekerjal/ seri kat buruh sesuai dengan ket entuan anggaran dasar
dan/ at au anggaran runmah tangga serikat pekerja/serikat buruh
yang ber sangkut an.

(3) Pekerjalburuh, baik sebagai pengurus naupun sebagai anggota
seri kat pekerj a/ seri kat bur uh yang ber hent i at au
di ber henti kan sebagai mana di maksud dal am ayat (1) dan ayat
(2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum
di penuhi nya terhadap serikat pekerjal/serikat buruh.

BAB V
PEVMBERI TAHUAN DAN PENCATATAN
Pasal 18

(1) Serikat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/ seri kat bur uh yang tel ah t er bent uk
menberi tahukan secara tertulis kepada instansi penerintah



yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setenpat
untuk dicatat.
(2) Penberitahuan sebagai nana di maksud dalam ayat (1) dengan

di | anpi ri
a. daftar nama anggota penbent uk;
b. anggar an dasar dan anggaran runmah tangga;
C. susunan dan nama pengur us.
*12020

Pasal 19

Nama dan | anbang seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan
konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh yang akan di beritahukan
ti dak bol eh sanma dengan nama dan | anbang seri kat pekerjal/seri kat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh
yang telah tercatat terl ebi h dahul u.

Pasal 20

(1) Instansi penerintah, sebagaimana dimksud dalam Pasal 18
ayat (1), wajib nmencatat dan nenberikan nonor Dbukti
pencat atan terhadap serikat pekerjal/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh yang telah
menenuhi ket entuan sebagai mana di mnaksud dal am Pasal 2, Pasal
5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11,
Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selanbat-I|anbatnya 21 (dua
pul uh satu) hari Kkerja terhitung sejak tanggal diterim
penberi t ahuan.

(2) Instansi penerintah sebagai mana di maksud dal am Pasal 18 ayat
(1) dapat nenangguhkan pencatatan dan penberi an nonor bukti
pencat at an dal am hal serikat pekerjal/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh bel um nenenuhi
ket entuan sebagai nana di naksud dal am Pasal 2, Pasal 5 ayat
(2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18
ayat (2), dan Pasal 19.

(3) Penangguhan sebagai mana di maksud dalam ayat (2), dan
al asan- al asannya di beritahukan secara tertulis Kkepada
seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/ seri kat bur uh yang ber sangkut an
sel anbat - | anbatnya 14 (enpat belas) hari kerja terhitung
sej ak tanggal diterinma penberitahuan.

Pasal 21

Dal am hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah
tangga, pengurus serikat pekerjal/serikat buruh, federasi dan
konf ederasi seri kat pekerjal/serikat buruh nenberitahukan kepada
i nstansi penerintah sebagai mana di maksud dal am Pasal 18 ayat (1)
paling lanmbat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan
anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut.

Pasal 22

(1) Instansi penerintah sebagai mana di maksud dal am Pasal 18 ayat



(1), harus nencatat serikat pekerjal/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh yang telah
menenuhi ket entuan sebagai mana di maksud dal am Pasal 2, Pasal
5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11,
Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 119 dal am buku pencatatan dan
menel i hara dengan bai k.

(2) Buku pencatatan sebagai mana di naksud dal am ayat (1), harus
dapat dilihat disetiap saat dan terbuka untuk unmum

*12021 Pasal 23

Pengurus seri kat pekerj al seri kat bur uh, f eder asi dan
konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh yang telah nenpunya
nonor bukti pencatatan harus nenberitahukan secara tertulis
keberadaannya kepada mitra sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 24

Ket entuan nengenai tata cara pencatatan diatur |ebih |anjut
dengan keputusan nenteri.

BAB VI
HAK DAN KEWAJI BAN
Pasal 25

(1) Serikat pekerjalserikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh yang telah nenpunyai nonor
bukti pencatatan berhak :

a. menbuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;

b. mewaki | i pekerj a/ buruh dal am nenyel esai kan perseli si han
i ndustrial;

C. mewaki | i pekerjal/ buruh dal am | enbaga ket enagakerj aan;

d. menbentuk | enbaga atau nel akukan kegiatan yang
ber kai t an dengan usaha peni ngkat an kesej aht er aan
pekerj a/ buruh;

e. nmel akukan kegi atan |ainnya di bidang ketenagakerjaan
yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang
ber | aku.

(2) Pel aksanaan hak-hak sebagai mana di maksud dalam ayat (1)
di | akukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ber | aku.

Pasal 26
Seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh dapat berafiliasi dan/atau bekerja
sama dengan seri kat pekerjal/serikat buruh internasional dan/atau
or gani sasi I nt er nasi onal | ai nnya dengan ket ent uan ti dak
bert ent angan dengan peraturan perundang-undangan yang ber| aku.
Pasal 27

Seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi



seri kat pekerjal/serikat buruh yang telah menpunyai nonor bukti
pencat at an ber kewaj i ban :

a. nmel i ndungi dan mnenbel a anggota dari pel anggaran hak-hak dan
menper j uangkan kepenti ngannya,;
b. menper j uangkan peni ngkat an kesej aht er aan anggot a dan
kel uar ganya;
C. menper t anggungj awabkan kegi at an or gani sasi kepada anggot anya
sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran runmah tangga.
BAB VI |
*12022 PERLI NDUNGAN HAK BERORGANI SASI
Pasal 28
Si apapun di | arang nmenghal ang- hal angi at au menmaksa

pekerja/ buruh untuk nenbentuk atau tidak nenmbentuk, nenjadi
pengurus atau tidak nmenjadi pengurus, nenjadi anggota atau tidak
menj adi anggota dan/atau nenjalankan atau tidak nenjalankan
kegi atan seri kat pekerja/serikat buruh dengan cara :

a. mel akukan penut usan hubungan kerj a, menber hent i kan
sement ara, nenurunkan jabatan, atau nel akukan nutasi ;

ti dak nmenbayar atau mengurangi upah pekerj a/ buruh;

nmel akukan inti m dasi dal am bent uk apapun;

nmel akukan kanpanye anti penbentukan serikat pekerjal/serikat
bur uh.

eoo

Pasal 29

(1) Pengusaha harus nenberi kesenpatan kepada pengurus dan/atau
anggota serikat pekerjal/serikat buruh untuk rmenjal ankan
kegi atan seri kat pekerjal/serikat buruh dalam jam kerja yang
di sepakati ol eh kedua bel ah pi hak dan/atau yang di atur dal am
perjanjian kerja bersanma.

(2) Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian
kerja bersama sebagai mana di maksud dalam ayat (1) harus
di at ur nengena
a. j eni s kegi atan yang di beri kan kesenpat an;

b. tata cara penberi an kesenpat an
C. penberi an kesenpatan yang nendapat upah dan yang tidak
mendapat upah.

BAB VI I |
KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN
Pasal 30

Keuangan seri kat pekerj al seri kat bur uh, f eder asi dan
konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh bersunber dari
a. i uran anggota yang besarnya ditetapkan dal am anggaran dasar
atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
b. hasi| usaha yang sah; dan
C. bant uan anggota atau pi hak | ain yang tidak nengikat.

Pasal 31



(1) Dalam hal bantuan pihak |ain, sebagaimana di maksud dal am
Pasal 30 huruf c, berasal dari |uar negeri, pengurus serikat
pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerjal/seri kat buruh harus nenberitahukan secara tertulis
kepada i nst ansi yang bert anggung j awab di bi dang
ket enagakerj aan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang ber| aku.

(2) Bantuan sebagai mana di mnaksud dal am ayat (1) digunakan untuk
meni ngkat kan kual i tas dan kesej aht eraan anggot a.

Pasal 32
*12023 Keuangan dan harta kekayaan serikat pekerjal/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh
harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus
dan anggot anya.

Pasal 33

Pem ndahan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan
kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha l|lain yang sah
hanya dapat dil akukan menurut anggaran dasar dan/atau anggaran
rumah tangga serikat pekerjal/serikat buruh, f eder asi dan
konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Pengurus bertanggung jawab dal am penggunaan dan pengel ol aan
keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh.

(2) Pengurus wajib nenuat penbukuan keuangan dan harta kekayaan
serta nel aporkan secara berkala kepada anggotanya nenur ut
anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat
pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerjal/seri kat buruh yang bersangkut an.

BAB | X
PENYELESAI AN PERSELI SI HAN
Pasal 35

Setiap perselisihan antar serikat pekerjal/serikat buruh,
f eder asi dan konf eder asi seri kat pekerj al/ seri kat bur uh
di sel esai kan secara nusyawarah oleh serikat pekerjal/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh
yang ber sangkut an.

Pasal 36
Dal am hal musyawarah sebagai mana di naksud dalam Pasal 35
ti dak mencapai kesepakat an, persel i si han ant ar seri kat
pekerj al/ seri kat bur uh, f eder asi dan konf eder asi seri kat

pekerjal/seri kat buruh disel esaikan sesuai dengan peraturan
per undang- undangan yang ber | aku.



BAB X
PENVBUBARAN
Pasal 37

Seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi

seri kat pekerjal/serikat buruh bubar dal am hal

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

di nyatakan ol eh anggotanya nenurut anggaran dasar dan
anggaran runah tangga;

perusahaan tutup atau nenghenti kan Kkegi atannya untuk
sel ama- | amanya yang nengaki batkan putusnya hubungan Kkerja
bagi seluruh pekerjal/serikat buruh di perusahaan setel ah
sel uruh kewaj i ban pengusaha t er hadap pekerj a/ buruh
di sel esai kan *12024 menurut peraturan perundang-undangan
yang ber| aku;

di nyat akan dengan put usan Pengadi | an.

Pasal 38
Pengadi | an sebagai mana di maksud dal am Pasal 37 huruf c dapat

menbubar kan seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan
konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh dal am hal

a. seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerj al/ seri kat bur uh menpunyai asas yang
bert ent angan dengan Pancasila dan UUD 1945;

b. pengur us dan/ at au anggot a at as nama seri kat

pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerjal/seri kat buruh terbukti nel akukan kejahatan terhadap
keamanan negar a dan di j at uhi pi dana penj ara
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang telah menpunyai
kekuat an hukum t et ap.

Dal am hal putusan yang dijatuhkan kepada para pel aku tindak
pi dana sebagai nana di maksud dalam ayat (1) huruf b, lam
hukumannya ti dak sama, meka sebagai dasar gugatan penbubaran
seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat Dburuh, digunakan putusan yang
menenuhi syarat.

CGugat an penbubaran serikat pekerjal/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh sebagai mana
di maksud dal am ayat (1) dan ayat (2) diajukan ol eh instansi
peneri ntah kepada pengadil an tenpat serikat pekerjal/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat burh
yang ber sangkut an ber kedudukan.

Pasal 39

Bubarnya seri kat pekerjal/ seri kat bur uh, f eder asi dan
konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh tidak nelepaskan
para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya, baik
t er hadap anggota maupun terhadap pi hak |ain.

Pengurus dan/atau anggota serikat pekerjal/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh yang
ter bukti bersal ah  nenur ut keputusan pengadilan yang
menyebabkan serikat pekerjal/serikat buruh, federasi dan



konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh dibubarkan tidak
bol eh nenbent uk dan nenj adi pengurus serikat pekerjal/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat
buruh lain selama 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadil an
mengenai penbubaran serikat pekerjal/serikat buruh, federasi
dan konf eder asi seri kat pekerj al/ seri kat buruh tel ah
menpunyai kekuatan hukumt et ap.

BAB Xl
PENGAWASAN DAN PENYI DI KAN
Pasal 40

Untuk menjam n hak pekerjal/buruh berorganisasi dan hak
seri kat pekerjal/serikat buruh nelaksanakan kegi atannya, pegawai
*12025 pengawas ketenagakerjaan nel akukan pengawasan sesuai
dengan perat uran perundang- perundangan yang ber| aku.

Pasal 41

Selain penyidi k pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di |ingkungan
instansi penerintah yang |ingkup tugas dan tanggungjawabnya di
bi dang ket enagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
nmel akukan penyi di kan ti ndak pi dana.

BAB Xl |
SANKSI
Pasal 42

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2),
Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atau Pasal 31 dapat dikenakan
sanksi administratip pencabutan nonor bukti pencatatan
seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh.

(2) Serikat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh yang dicabut nonor Dbukti
pencat at annya kehil angan haknya sebagai mana di maksud dal am
Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c sanpai dengan waktu
seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi
seri kat pekerjal/serikat buruh yang bersangkutan telah
menenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal
7 ayat (2), Pasal 21 atau Pasal 31

Pasal 43

(1) Barang si apa yang nmenghal ang- hal angi at au memaksa
pekerjal/ buruh sebagai mana di maksud dal am Pasal 28, di kenakan
sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lim) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp
100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
500. 000. 000,00 (lirma ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagai mana di naksud dal am ayat (1) merupakan



ti ndak pi dana kej ahat an.

BAB XI 11
KETENTUAN LAI N- LAI N
Pasal 44
(1) Pegawai negeri sipil nmenmpunyai hak dan kebebasan untuk

berseri kat .
(2) Hak dan kebebasan berseri kat sebagai mana di maksud dal am ayat
(1) pel aksanaannya di atur dengan undang-undang tersendiri.

BAB Xl V
KETENTUAN PERALI HAN
Pasal 45
*12026 (1) Pada saat di undangkannya undang-undang ini seri kat

pekerjal/seri kat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerjal/seri kat buruh yang telah nenpunyai nonor bukti
pencat atan harus nenberitahukan untuk diberi nonor bukti
pencat atan yang baru sesuai dengan ketentuan undang-undang
i ni selanbat-lanbatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak nula
ber | akunya undang-undang i ni.

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
undang-undang ini rmulai berlaku, serikat pekerjalserikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat
buruh yang tidak nenyesuaikan diri dengan ket entuan
undang-undang ini dianggap tidak nenpunyai nonor bukti
pencat at an.

Pasal 46

Penberitahuan penbentukan serikat pekerjal/serikat Dburuh,
federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh yang tel ah
di aj ukan, tetapi penberitahuan tersebut belum sel esai diproses
saat undang-undang ini rulai berlaku, harus diproses nenurut
ket ent uan undang-undang ini .

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k |1 ndonesi a.
D sahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2000
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
ABDURRAHVAN WAHI D
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
SERI KAT PEKERJA/ SERI KAT BURUH
l. UMUM
*12027 Pekerja buruh sebagai warga negara nmenpunyai

per samaan kedudukan dal am hukum hak untuk nendapat kan pekerj aan
dan penghidupan yang |ayak, nengeluarkan pendapat, berkunpul
dal am satu organisasi, serta nendirikan dan nenjadi anggota
seri kat pekerjal/serikat buruh.

Hak nenjadi anggota serikat pekerjal/serikat buruh nerupakan
hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamn di dalam Pasal 28
Undang- Undang Dasar 1945. Untuk newujudkan hak tersebut, kepada
setiap pekerj a/ buruh har us di beri kan kesenpat an yang
sel uas- 1 uasnya mendi ri kan dan menj adi anggot a seri kat
pekerjal/seri kat buruh. Serikat pekerjal/serikat buruh berfungsi
sebagai sarana untuk nenperjuangkan, nelindungi, dan nenbela
kepenti ngan dan neni ngkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
kel uar ganya. Dal am nenggunakan hal tersebut, pekerj a/ buruh
di tuntut bertanggung jawab untuk menjam n kepentingan yang | ebih
luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oeh karena itu,
penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan
i ndustrial yang harnonis, dinams, dan berkeadil an.

Hak berserikat bagi pekerjal/buruh, sebagai mana di atur dal am
Konvensi | nternational Labour Organization (1LO Nonor 87 tentang
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi,
dan Konvensi ILO Nonor 98 nengenai Berlakunya Dasar-dasar
Dari pada Hak Untuk Beroragnisasi dan Untuk Berunding Bersama
sudah diratifikasi oleh Indonesia nenjadi bagian dari peraturan
per undang- undangan nasi onal .

Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus
nmengat ur pel aksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga
seri kat pekerjal/serikat buruh belum dapat nel aksanakan fungsi nya
secara maksimal. Konvensi I1LO vyang dinmaksud nenjamn hak
berseri kat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai
pel ayan nasyar akat pel aksanaan hak itu diatur tersendiri.

Pekerja/buruh nerupakan mtra kerja pengusaha yang sangat

penting dalam proses produksi dalam rangka neni ngkat kan
kesej aht er aan pekerj a/ buruh dan kel uar ganya, menj am n
kel angsungan per usahaan, dan meni ngkat kan kesej aht er aan

masyar akat | ndonesia pada unmumya. Sehubungan dengan hal itu,



seri kat pekerjal/ seri kat bur uh nmer upakan sar ana unt uk
nmenper j uangkan kepenti ngan pekerja/ buruh dan nenci pt akan hubungan
i ndustrial yang harnonis, dinams, dan berkeadilan. O eh karena
itu, pekerja/buruh dan serikat pekerjal/serikat buruh harus
mem | i ki rasa tanggung jawab atas kel angsungan perusahaan dan
sebai knya pengusaha harus nenperlakukan pekerja/buruh sebagai
mtra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusi aan.

Masyar akat pekerja/buruh, serikat pekerjal/serikat buruh, dan
pengusaha di Indonesia nerupakan bagian dari masyarakat dunia
yang sedang nenuju era pasar bebas. Untuk nenghadapi hal
tersebut, senua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan
menunbuhkenbangkan si kap pr of esi onal . Di sanpi ng itu,
pekerja/ buruh dan serikat pekerjal/serikat buruh perlu nenyadari
pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kel onpok nasyarakat
| ai nnya dal am nenbangun bangsa dan negar a.

Seri kat pekerjal/serikat buruh didirikan secara bebas,
t er buka, mandiri, denokrati s, dan bertanggung jawab ol eh
pekerjal/ buruh untuk nmenperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan
*12028 kel uar ganya.

Dal am penbentukan serikat pekerjal/serikat buruh dapat
nmenggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkunpul an
pekerj a/ per kunmpul an buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh,
sebagai mana di atur dal am ket ent uan undang- undang i ni.

1. PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup jel as

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)

Meski pun serikat pekerjal/serikat buruh bebas
menent ukan asas organi sasi nya, serikat pekerja/serikat buruh
tidak boleh nenggunakan asas yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila
sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebaga
konstitusi Negara Kesatuan Republik | ndonesi a.

Pasal 3

Yang di maksud dengan

- Bebas ialah bahwa sebagai or gani sasi dal am
nmel aksanakan hak dan kewaji bannya, serikat pekerjal/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat
buruh tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak |ain;

- Ter buka i al ah bahwa seri kat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh dal am
menerim  anggota  dan/atau menper j uangkan kepenti ngan
pekerjal/ buruh tidak nenbedakan aliran politik, agama, suku
bangsa, dan jenis kel am n;

- Mandi ri ial ah bahwa dal am nendiri kan, nenj al ankan,
dan nengenbangkan organisasi ditentukan oleh kekuasaan



sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di | uar
or gani sasi ;

- Denokrati s i al ah bahwa dal am penbent ukan
or gani sasi , pem | i han pengur us, nmenper j uangkan dan
nmel aksanakan hak dan kewajibannya organisasi dilakukan
sesuai dengan prinsip denokrasi;

- Bertanggung jawab ialah bahwa dalam nencapa
tujuan dan nel aksanakan hak dan kewaji bannya, serikat
pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerjal/seri kat buruh bertanggung |jawab kepada anggota,
masyar akat, dan negara.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jel as
*12029 Ayat (2)
Huruf a
Cukup j el as
Huruf b
Yang di maksud dengan |enbaga kerjasanma di bidang
ket enagaker | aan, m sal nya Lenbaga Kerjasama Bipartit,

Lenbaga Kerjasama Tripartit dan |enbaga-|lenbaga |ain yang
bersifat tripartit seperti Dewan Pel ati han Kerja Nasional
Dewan Kesel amatan Kerja, atau Dewan Penelitian Pengupahan.
Pada | enbaga-lenbaga tersebut di atas dibahas
kebi j akan yang berkaitan dengan ket enagakerjaan perburuhan.
Huruf c
Cukup jel as
Huruf d
Cukup j el as
Huruf e
Cukup j el as
Huruf f
Cukup jel as

Pasal 5
Cukup j el as

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jel as
Ayat (2)

Yang di maksud dengan f eder asi seri kat
pekerjal/seri kat buruh adalah gabungan beberapa serikat
pekerj al seri kat buruh baik berdasarkan sektor usaha,
ant arsekt or usaha sejenis atau tidak, jenis pekerjaan atau
bentuk | ain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.

Pasal 7
Cukup j el as

Pasal 8
Yang dimaksud dengan penjenjangan organi sasi



seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan konfederasi

seri kat pekerj al/ seri kat buruh  sesuai dengan wi | ayah
penerintahan vyaitu tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan
nasi onal
Pasal 9

Cukup jel as
Pasal 10

- Yang di maksud dengan sektor usaha dal am pasal ini
termasuk usaha jasa. Contoh serikat pekerjal/serikat buruh
yang dibentuk berdasarkan sektor usaha, yaitu serikat

pekerjal/serikat buruh *12030 di per usahaan tekstil
ber gabung dengan seri kat pekerja/serikat buruh di perusahaan
tekstil lainnya, atau serikat pekerjal/serikat buruh di

perusahaan jasa perhotelan bergabung dengan serikat
pekerjal/seri kat buruh di perusahaan jasa perhotel an |ainnya.

- Yang di maksud sengan serikat pekerja/serikat buruh
yang di bentuk berdasarkan jenis pekerjaan m sal nya serikat
pekerjal seri kat bur uh t ukang | as at au seri kat
pekerjal/seri kat buruh pengenudi .

- Yang di maksud dengan seri kat pekerjal/serikat buruh
bentuk lain adal ah suatu serikat pekerjal/serikat buruh yang
di bentuk tidak berdasarkan satu sektor usaha tertentu atau
jenis pekerjaan tertentu. M sal nya pekerja/buruh di
perusahaan roti, pekerja/buruh di perusahaan batik, dan
pekerjal/ buruh di perusahaan sepatu atau pekerja/buruh
penbantu rumah tangga, para pekerja/buruh yang bersangkutan
ber gabung nenbent uk satu serikat pekerjal/serikat buruh.

Pasal 11

Seri kat pekerjal/serikat buruh yang nenjadi anggota
federasi serikat pekerjal/serikat buruh dapat nenggunakan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga federasi serikat
pekerjal/seri kat buruh, dem kian juga federasi yang nenjadi
anggota konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh dapat
menggunakan anggaran dasar dan anggaran runah tangga
konf ederasi seri kat pekerjal/serikat buruh.

Pasal 12

Seri kat pekerj al/ seri kat bur uh, f eder asi dan
konf ederasi serikat pekerjal/serikat buruh dibentuk untuk
meni ngkat kan kesej ahteraan dan perlindungan bagi kaum
pekerjal/ buruh beserta keluarganya. O eh karena itu, serikat
pekerjal/seri kat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerjal/seri kat buruh tidak boleh nenbatasi dirinya hanya
unt uk kel onpok- kel onpok pekerja/buruh tertentu saja.

Pasal 13
Cukup j el as

Pasal 14
Ayat (1)



Cukup jel as
Ayat (2)

Dal am  pernyat aan tertulis yang di buat nya,
pekerjal/ buruh dapat nenyatakan bahwa yang bersangkutan sama
sekali tidak mem|ih di antara serikat pekerjal/serikat buruh
yang ada.

Pasal 15

*12031 Jabatan tertentu yang di naksud dal am pasa
ini, msalnya manaj er sunber daya nmanusia, manajer keuangan,
atau manajer personalia sebagai mana yang disepakati dal am
perjanjian kerja bersanma.

Pasal 16
Cukup jel as

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup jel as
Ayat (3)

Tanggung jawab dalam ayat ini neliputi seluruh
kewaj i ban yang belum disel esai kan ol eh pengurus dan/atau
anggota serikat pekerjal/serikat buruh yang bersangkutan
termasuk kewaji ban terhadap pi hak ketiga.

Pasal 18
Cukup jel as
Pasal 19
Cukup j el as
Pasal 20
Cukup jel as
Pasal 21
Cukup j el as
Pasal 22
Cukup jel as
Pasal 23
Cukup j el as
Pasal 24
Cukup jel as
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jel as

Huruf b



Cukup jel as

Huruf c
Cukup jel as
Huruf d
Yang di maksud dengan usaha peni ngkat an

kesej ahteraan pekerja/buruh adalah nendirikan koperasi
yayasan, atau bentuk usaha [ ain.

Huruf e
*12032 Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Pasal 26
Cukup jel as
Pasal 27
Cukup j el as
Pasal 28
Cukup jel as
Pasal 29

Yang di maksud dengan penberian kesenpatan dalam
pasal ini, adalah nenbebaskan pengurus dan anggota serikat
pekerjal/seri kat buruh dalam beberapa waktu tertentu dar
tugas pokoknya sebagai pekerj al/ buruh, sehi ngga dapat
nel aksanakan kegi at an seri kat pekerjal/serikat buruh.

Pasal 30

Cukup j el as
Pasal 31

Cukup jel as
Pasal 32

Cukup j el as
Pasal 33

Cukup jel as
Pasal 34

Cukup jel as
Pasal 35

Cukup j el as
Pasal 36

Cukup jel as
Pasal 37

Huruf a
Cukup jel as

Huruf b



Cukup jel as
Huruf c
Wal aupun pi hak-pi hak lain di luar pekerjal/buruh
tidak dapat nenbubarkan serikat pekerjal/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh hal
ini tidak dapat berlaku secara nutlak karena kepentingan
negara harus tetap dilindungi. O eh sebab itu, undang-undang
*12033 ini nenberi kewenangan kepada pengadil an untuk
menbubar kan seri kat pekerjal/serikat buruh, federasi dan
konf eder asi seri kat pekerj al/ seri kat bur uh dengan
syarat-syarat tertentu

Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jel as
Huruf b

Yang di maksud dengan kejahatan terhadap keamanan
negara adal ah kejahatan sebagai mana di maksud pada Buku 11
Bab | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang
Nonor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang- Undang
Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap
Keamanan Negar a.

Ayat (2)

Yang di maksud dengan | ama hukuman yang tidak sama
dal am ayat ini msalnya terdapat 5 pel aku tindak pidana yang
masi ng- masi ng dijatuhi penjara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5
tahun, dan 6 tahun, maka yang nenenuhi syarat adal ah putusan
yang 5 dan 6 tahun.

Ayat (3)
Cukup j el as

Pasal 39
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak el epaskan para
pengurus dari tanggung jawabnya m salnya nenbayar dan
menagi h hutang piutang dan tanggung jawab adm nistratif
m sal nya nenyel esai kan penbukuan atau dokunen organi sasi .

Ayat (2)
Cukup jel as

Pasal 40

Yang di maksud dengan peraturan perundang-undangan
dal am pasal ini adalah Undang-Undang Nonor 3 Tahun 1951
tentang Pernyataan Berl akunya Undang-Undang Pengawasan
Per bur uhan Tahun 1948 Nonor 23 dari Republik Indonesia untuk
Sel uruh 1 ndonesi a.

Pasal 41

Yang di maksud dengan peraturan perundang-undangan
dal am pasal ini adalah Undang-Undang Nonor 8 Tahun 1981
t ent ang Hukum Acara Pi dana.



Pasal 42

Ayat (1)
Pencabut an nonor bukt i pencat at an seri kat
pekerjal/seri kat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerjal/seri kat buruh tidak berarti *12034 seri kat

pekerjal/seri kat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerjal/serikat buruh tersebut bubar, tetapi kehilangan
haknya sebagai mana di atur dal am Pasal 25 ayat (1) huruf a,
b, dan c.

I nstansi penerintah yang bertanggung jawab di
bi dang ket enagakerjaan nmenberitahukan pencabutan nonor bukti
pencat atan kepada mitra kerja seri kat pekerjal/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerjal/serikat buruh yang
ber sangkut an.

Ayat (2)

Setel ah serikat pekerjal/serikat buruh nenenuhi
ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat
(2), Pasal 21, dan Pasal 31 maka nonor bukti pencatatan yang
di ber| akukan adal ah nonor bukti pencatatan yang | ana.

Pasal 43

Cukup jel as
Pasal 44

Cukup j el as
Pasal 45

Cukup jel as
Pasal 46

Cukup j el as
Pasal 47

Cukup jel as
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